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. d.

WALI KOTA BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan
Rakyar Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam



Mengingat

w

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang
telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD
pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli Tahun
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun

Anocoaran 20024
Angaaran Julsa,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembarain Negara Republik

Indonesia Nomor 4210);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Naesrab (T amhbararn Nooaras Ramisklales



10.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintzhan ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah hebherapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

TTminm (T embaran Maogaras Ramiihlils Twdamanis
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12.

13.

14.

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai DPoli
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sehagaimana telah dinhah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
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16.

17.

18.

19,

20.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Iindonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847};
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2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
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21.

22.

23.

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara  Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Fengajuan, Penyaiuran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAEKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

[

. Daerah adalah Kota Bima.
. Wali Kota adalah Wal Kota Bima.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai wunsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusain pemeriniahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah,



Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan.

(2) APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp859.556.428.302,00 (delapan ratus lima puluh sembilan milyar lima
ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga
ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah Rp809.556.428.302,00
b. belanja Daerah Rp858.556.428.302,00
Surplus/(Defisit) (49.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp50.000.000.000,00
2. pengeluaran Rp1.000.000.000,00

to Rp49.000.000.000,00

P Lo e aiaen i T
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp814.483.343.743,00 (delapan
ralus empat belas milvar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp73.566.402.930,00 (tujuh puluh tiga milyar
lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua ribu sembilan ratus
tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;



(2)

(3)

(4)

(5}

(1)

(2)

(3)

b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp25.391.325.685,00 (dua puluh lima milyar tiga
ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam

ratus delapan puluh lima rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp26.597.414.371,00 (dua puluh enam milyar
lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tiga

ratus tujuh puiuh satu rupiah]

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp1.656.772.700,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta
tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl19.920.890.174,00
(sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus

sembilan puiuh ribu seratus tujuh puiuh empat rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp726.225.039.663,00 (tujuh ratus dua puluh
enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu
enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp664.037.977.000,00 (enam
ratus enam puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp62.187.062.663,00 (enam puluh dua



milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam
ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp9.764.985.709,00 (sembilan milyar
tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu

tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp858.556.428.302,00 (delapan ratus lima puluh delapan milyar lima ratus
lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp740.402.385.787,00 (tujuh ratus
empat puluh milyar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh lima
ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp437.585.778.868,00 (empat ratus tiga puluh
tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh
delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp256.444.820.668,00 (dua ratus lima puluh



enam milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua
puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp42.773.486.251,00 (empat puluh dua milyar
tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu
dua ratus lima puluh satu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp3.598.300.000,00 (tiga milyar lima ratus

sembilan puiuh delapan juia tiga raius ribu rupiahj.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp115.490.692.138,00 (seratus lima belas milyar
empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu
seratus tiga puiuh deiapan rupiahj, yang tlerdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

§ - e w aem s

¢. belanja modal gedung dan bangunai;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

I=hy
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(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.842.449.000,00 (satu milyar delapan ratus
empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah):

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.934.169.076,00 (tujuh belas
milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh
sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp43.281.871.893,00 (empat puluh
tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.208.502.169,00 (lima
puluh dua milyar dua ratus delapan juta lima ratus dua ribu seratus

enam puluh sembilan rupiah);



(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp173.750.000,00 (seratus tujuh puluh
tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
I direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta
sembilan ratus ima puluh ribu rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp2.663.350.377 (dua milyar enam ratus
enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh
tujuh rupiah), terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah), yang terdiri
atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
yang terdiri atas penyertaan modal daerah.



Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.000.000.000,00

(empat puluh sembilan milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

(<)

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun

Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima selanjutnya

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

- .....4._.1‘..-\. ik L R e L] ooy H L
nEperivan mendesak sebagimana diumnaksud pada ayal (1) melipuii:

d.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah



Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari:

1.

Lampiran |

Lampiran [I

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Monurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana
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APBD,

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,;



9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan

Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 17

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Bima tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

| P | 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bimna

pada tanggal a8 Desember 2023

Pj. WALL KOTA BIMA,

/"\

MOHAMMAD RUM
Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 2% Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKH

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 253

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT- [ ©G /20727
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NOMOR 06 TAHUN 2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
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Lampiran | : Peraturan Dasrah
Momor ; 08 Tahun 2023
Tanggal : 28 Desember 2023

KOTA BIMA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KONE aALAN JURM AL fot
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
a1 PENDAFPATAN ASLI DAERAH (PAD) T3.566.402.930,00
4.1.01 Fajak Daarah 25.391.325.685.00
4.1.02 Retribusi Daerah o 26.597.414.371,00
4.1.08 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisankan 1,656.772.700,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 19.620.890.174.00
42 PENDAPATAN TRANSFER 726.225.039.663,00
4.2 Pendapatan Transter Pemeriniah Pusal 664.037.977.000.00
4.2.02 Pendapatan Transter Antar Daerah 62.187.062.663,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.764.985.709.00
4.3.03 Lain-lain Pendapalan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.764 985.708,00
Jumian Fendapaian B, 550,920 502,00
5 BELANJA DAERAH o
541 BELANJA OPERASI - 740.402.385.787,00
51.Mm Balania Pagawai 437 RAR 778 ARA NN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.444 820.668.00
5.1.05 Belanja Hibah 42.773.486.251,00
5.1.06 Bolanja Bantuan Sosial 3.598.300.000,00
5.2 BELANJA MODAL o - 115.490.692.138,00
5.2 Belanja Modal Tanah 1.842.449 000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.934,169.076,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.281.871.893,00
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi 52.208.502.169,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 173.750.000,00
5.2.08 Belanja Maodal Aset Lainnya ag.ﬂﬁﬂ,ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.663.250.377,00
53.0 Belanja Tidak Terduga_ _ 2.663.350.377,00
Jumish Bslanla 858.556.426.502,00
Total Surplus/{Defisit) -49.000.000.000,00
-] PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMEIAYAAN 50.000.000.000.00




Ll - e
6.1.0M Sisg Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 50.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modat Daﬁal!: - 1 1.000.000.000,00
Jumish Pengeluaran Pemblayaan 1.000.0:00.000,00
Pembiayaan Netlo 49.000.000.000,00
_5.3 Gisa Lenih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) - 0,00 |
Kota Bima, 28 Desember 2023
Fj Walikota
MOHAMMAD RUM
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